LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.263, 2019 KESRA. Pekerja Migran Indonesia. Badan
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PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 90 TAHUN 2019
TENTANG
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan
pelayanan dalam rangka penempatan dan pelindungan
pekerja migran Indonesia dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6141);
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA.
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BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya
untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran
Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan
keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan
haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja,
selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum,

ekonomi, dan sosial.

2. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang

selanjutnya disingkat BP2MI adalah lembaga pemerintah
nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan
dalam pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

secara terpadu.

3. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara

Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan

pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik

Indonesia.
BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS,
DAN FUNGSI
Pasal 2

Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk BP2MI yang
merupakan revitalisasi dari Badan Nasional Penempatan

dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Pasal 3
(1) BP2MI berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Presiden melalui menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan.

(2) BP2MI dipimpin oleh Kepala.
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Pasal 4

mempunyai tugas melaksanakan kebijakan

pelayanan dalam rangka penempatan dan Pelindungan

Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.

Pasal 5

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4, BP2MI menyelenggarakan fungsi:

a.

pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan
dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
pelaksanaan pelayanan dan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia;

penerbitan dan pencabutan surat izin perekrutan
Pekerja Migran Indonesia;

penyelenggaraan pelayanan penempatan;
pengawasan pelaksanaan pelayanan jaminan
sosial;

pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia;
pelaksanaan verifikasi dokumen Pekerja Migran
Indonesia;

pelaksanaan  penempatan  Pekerja  Migran
Indonesia atas dasar perjanjian secara tertulis
antara pemerintah pusat dengan pemerintah
negara pemberi kerja Pekerja Migran Indonesia
dan/atau pemberi kerja berbadan hukum di
negara tujuan penempatan;

pengusulan pencabutan dan perpanjangan surat
izin perusahaan penempatan Pekerja Migran
Indonesia kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang ketenagakerjaan terhadap perusahaan
penempatan Pekerja Migran Indonesia;
pelaksanaan pelindungan selama bekerja dengan
berkoordinasi dengan Perwakilan Republik
Indonesia di negara tujuan penempatan;
pelaksanaan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi

purna Pekerja Migran Indonesia;

www.peraturan.go.id



2019, No.263

(2)

l. pelaksanaan pemberdayaan sosial dan ekonomi
purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;

m. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan
pemberian dukungan administrasi kepada
seluruh unit organisasi di lingkungan BP2MI;

n. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif
kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan
BP2MI; dan

0. pengawasan internal atas pelaksanaan tugas
BP2MI.

Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

BP2MI menyusun dan menetapkan peraturan

perundang-undangan mengenai:

a. standar perjanjian kerja, penandatanganan, dan
verifikasi;

b. biaya penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan

c. proses yang dipersyaratkan sebelum bekerja.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

BP2MI terdiri atas:

Kepala;

b. Sekretariat Utama;

Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan
Asia dan Afrika;

Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan
Amerika dan Pasifik; dan

Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan

Eropa dan Timur Tengah.
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Bagian Kedua

Kepala

Pasal 7
Kepala mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas

dan fungsi BP2MI.

Bagian Ketiga

Sekretariat Utama

Pasal 8
(1) Sekretariat Utama merupakan unsur pembantu
pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala.

(2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 9
Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi  pelaksanaan  tugas, pembinaan, dan
pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit

organisasi di lingkungan BP2MI.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9, Sekretariat Utama menyelenggarakan

fungsi:

a. koordinasi kegiatan di lingkungan BP2MI;

b. koordinasi dan penyusunan rencana program dan
anggaran serta evaluasi dan pelaporan;

c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi
yang meliputi sumber daya manusia, keuangan,
ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerja sama,
hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi,

d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-
undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;

e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan

negara dan layanan pengadaan barang/jasa,
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